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Abstract 

The research was writed of me, it is category of field research. The subtital is 

“Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di Yayasan 

Yatim Mandiri Surabaya”. The problems of this research is: 1. How the legality of amil 
zakat institution in Surabaya Yatim Mandiri instution. 2. How the analysis of UU no. 23 of 

2011 and regulation No. 14 of 2014 concerning the management of zakat.  

The methode is collected of data have use interview and documentation technical. 

Then use analysis of idea system inductive to get conclution use analysis  of UU no. 23 of 

2011 and regulation No. 14 of 2014 concerning the management of zakat. 

From this research, first, abaout legality of Yatim Mandiri institution not yet true 

based UU no. 23 of 2011 and regulation No. 14 of 2014 concerning the management of 

zakat. The point of UU and regulation number 18 and 57, 58, 59 have mean that if amil 

zakat institution must have permitted as LAZ institution in Departement of religi. Second, 

the system of management amil zakat intitution is true based UU no. 23 of 2011 and 

regulation No. 14 of 2014 concerning the management of zakat. The management of zakat 

in Yatim Mandiri has doing with konsumtif and productif. Konsumtif to mustahik that can 

not full of primary need. Productif to give trying activity and modal to busniss. 

On the research, the suggestion must are patner of goverment and society to 

management of zakat. 
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ABSTRAK 

       Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul 

‚Tinjauan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Zakat terhadap Legalitas dan Pengelolaan Lembaga Amil Zakat di 

Yayasan Yatim Mandiri Surabaya‛. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan  

bagaimana legalitas dan pengelolaan lembaga amil zakat di yayasan Yatim Mandiri 

Surabaya dan bagaimana tinjauan undang-undang No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 

tahun 2014 tentang pengelolaan zakat terhadap legalitas dan pengelolaan lembaga 

amil zakat di yayasan Yatim Mandiri Surabaya. 

       Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, 

dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif untuk 

mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang No. 

23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. 

       Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pertama, mengenai legalisasi yayasan 

Yatim Mandiri Surabaya memang belum sesuai aturan UU No. 23 tahun 2011 dan 

PP No. 14 tahun 2014. UU pasal 18 dan PP pasal 57, 58, 59 ini menjelaskan bahwa 

lembaga amil zakat (LAZ) harus mendapatkan izin Menteri keagamaan atau pejabat 

yang ditunjuk Menteri. Yayasan Yatim Mandiri belum mendapat izin sebagai 

lembaga LAZ di Kementerian Agama dan saat ini masih diproses. Kedua, sistem 

pengelolaan lembaga amil zakat yayasan Yatim Mandiri telah sesuai dengan UU No. 

23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksnaan pengelolaan zakat. 

Pengelolaan zakat Yatim  Mandiri dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif. 

Konsumtif untuk mustahik yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasarnya dan 

produktif untuk memberikan bantuan pelatihan dan pengembangan usaha guna 

meningkatkan ekonomi mustahik. 

       Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka pertama, hasil amandemen UU No. 

23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat 

sebelumnya harus ada kerja sama pemerintah dan masyarakat khusunya pengelola 

zakat dalam keselarasan yang ada di lapangan untuk diterapkan dalam aturan 

tertulis. Kemudian setelah ditetapkan perlu disosialisasikan lebih lanjut guna 

menertibkan masyarakat, pemerintah dan instansi terkait. Kedua, dengan adanya 

sistem pengelolaan zakat yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 

14 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, lembaga amil zakat dan 

BAZNAS dapat mentaati aturan yang ada. Serta masyarakat diharapkan bijaksana 

dalam memilih lembaga yang komperhensif dan profesional untuk dipercayai sebagai 

pengelola zakat agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan tertentu. 
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